WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

: bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara

unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan

keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun

anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

i

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan
WALI KOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar
Rp. 735.970.825.807 bertambah sebesar Rp. 24.328.704.373 sehingga menjadi
Rp. 760.299.530.180 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp. 725.570.825.807

b. Bertambah/berkurang Rp. 3.046.511.518

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 728.617.337.325
2. Belanja daerah

a. Semula Rp. 726.730.425.803

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 23.679.704.373

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 750.410.130.176

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp. 10.400.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.282.192.855

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 31.682.192.855

b. Pengeluaran pembiayaan

0

1) Semula Rp.  9.240.400.004
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 649.000.000
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 9.889.400.004
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 21.792.792.851
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.
Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 107.524.586.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  2.380.000.000
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Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 109.904.586.000

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 582.631.731.807

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.945.795.464

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 584.577.527.271
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Semula Rp. 35.414.508.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.279.283.946)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Rp. 34.135.224.054

sah setelah setelah perubahan
Pasal 3

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja operasional

1) Semula Rp. 582.926.200.325

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.502.588.715

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 597.428.789.040
b. Belanja modal

1) Semula Rp. 127.304.225.478

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.677.115.658

Jumlah modal setelah perubahan Rp. 151.981.341.136
c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 16.500.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (15.500.000.000)

Jumlah tidak terduga setelah perubahan Rp.  1.000.000.000

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 10.400.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 21.282.192.855

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 31.682.192.855
b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 9.240.400.004

2) Bertambah/(berkurang) Rp 649.000.000

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 9.889.400.004
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri dari:

1

10.
1L
12

13.

14.

15.
16.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta
Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah,;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain Lain;

Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multy years);

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah;
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Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 November 2022

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.
MUHAMMAD DIMIYATHI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 November 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

BAMBANG SUDARYONO
LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022 NOMOR 2

2 PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA
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